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ABSTRAK 

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. UMKM 

sebagai sektor strategis dalam perekonomian Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto 

dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Namun, tingkat kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM masih 

tergolong rendah akibat berbagai kendala administratif, sosial, dan budaya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan 

menganalisis faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM. Metode yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, observasi partisipatif, dan dokumentasi, serta analisis data 

secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial, tekanan komunitas, nilai budaya, dan sikap terhadap 

pemerintah sangat berperan dalam menentukan perilaku kepatuhan pajak pengusaha UMKM. Interaksi antara faktor sosial 

dan budaya membentuk sikap dan keputusan pengusaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Edukasi dan sosialisasi 

yang memperhatikan konteks sosial budaya mampu meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan kesadaran pajak. Oleh 

karena itu, pendekatan kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif terhadap nilai sosial budaya masyarakat sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan kontribusi UMKM dalam pembangunan nasional. 

Kata Kunci: Pajak, UMKM, Pengusaha. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang sangat penting dalam mendukung 

pembangunan nasional. Dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik yang 

berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Di 

Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam 

perekonomian nasional, menyerap sebagian besar tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap 

Produk Domestik Bruto (GDP) negara. Meski demikian, kontribusi pajak dari UMKM masih tergolong rendah 

akibat berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman administrasi perpajakan dan kapasitas pengelolaan 

keuangan. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM ini menjadi tantangan serius yang 

menghambat optimalisasi penerimaan negara melalui pajak sekaligus mengurangi potensi pendanaan 

pembangunan nasional (Ramdani et al., 2022). 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi yang sangat vital di Indonesia. UMKM 

menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional, 

sehingga peran UMKM tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempengaruhi 

kesejahteraan masyarakat secara langsung. Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih 

tergolong kecil jika dibandingkan dengan peran dan jumlahnya yang besar. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain kurangnya pemahaman tentang pajak, administrasi perpajakan yang belum memadai, serta 
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kendala budaya dan sosial di kalangan pelaku UMKM yang menghambat kepatuhan pajak (Aulia & Pasha, 

2024). 

Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia secara umum masih rendah, hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap 

penerimaan negara dan berpengaruh langsung pada pembiayaan pembangunan. Rendahnya kesadaran dan 

kepedulian mengenai kewajiban perpajakan serta adanya praktik penghindaran pajak menjadi tantangan serius 

yang harus diatasi pemerintah. Upaya peningkatan kepatuhan pajak saat ini terus dilakukan melalui berbagai 

program edukasi dan sosialisasi, seperti "Tax Goes to Campus" yang menargetkan generasi muda sebagai wajib 

pajak masa depan. Namun, upaya ini belum sepenuhnya efektif untuk menjangkau para pelaku UMKM yang 

memiliki karakteristik tersendiri. Selain faktor administratif dan edukasi, aspek sosial dan budaya turut berperan 

signifikan dalam membentuk perilaku wajib pajak, khususnya di kalangan UMKM. Norma sosial, nilai budaya, 

dan persepsi masyarakat terhadap pajak dapat memengaruhi sikap dan keputusan mereka untuk taat atau 

melanggar ketentuan perpajakan (Apriliyani et al., 2024). 

Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam mengenai faktor sosial dan budaya yang 

memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM. Pemahaman atas faktor-faktor tersebut dapat 

menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif dan sesuai konteks 

sosial budaya masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis 

bagaimana faktor sosial dan budaya berperan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, agar dapat 

memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kontribusi pajak di sektor ini demi mendukung 

pembangunan nasional secara berkelanjutan. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan data primer dengan menganalisis literatur dan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai faktor sosial dan budaya yang 

memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM. Pendekatan kualitatif dipilih karena 

memungkinkan eksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual berdasarkan perspektif pelaku 

langsung. Data dikumpulkan melalui analisis studi pustaka dan literatur lainya. Selain itu, peneliti melakukan 

observasi partisipatif dalam interaksi sehari-hari pengusaha UMKM dan mengumpulkan dokumentasi terkait 

proses kepatuhan pajak seperti bukti pembayaran dan komunikasi dengan petugas pajak. Data hasil literatur 

review dianalisis menggunakan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan teknik reduksi data, 

pengelompokan, dan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan konsep. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Pengusaha UMKM 

Pengusaha UMKM sebagai objek penelitian memiliki karakteristik yang beragam, mencerminkan variasi jenis 

usaha, latar belakang sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan para pelaku usaha. Banyak pengusaha UMKM 

yang menjalankan usaha secara keluarga dengan modal terbatas namun memiliki keterampilan dan kreativitas 

dalam mengelola bisnisnya. Mereka biasanya bergerak di sektor perdagangan, jasa, maupun produksi kecil-

kecilan yang berfokus pada pasar lokal. Secara demografis, pengusaha UMKM umumnya berusia produktif, 

antara 25 hingga 50 tahun, dan sebagian besar berasal dari latar belakang pendidikan rendah hingga menengah. 

Meskipun begitu, ada juga yang memiliki pendidikan tinggi namun memilih berwirausaha karena keterbatasan 

lapangan kerja formal. Tingkat pendidikan ini memengaruhi pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan 

dan regulasi yang harus dipatuhi (Nugraha & Darono, 2022). 

Dari sisi sosial budaya, pengusaha UMKM banyak yang masih dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan dan norma 

komunitas sekitar. Mereka cenderung memandang usaha bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga 

sebagai tanggung jawab sosial dan upaya mempertahankan reputasi di lingkungan masyarakat. Hal ini 

membentuk perilaku dan pengambilan keputusan mereka terutama dalam hal kepatuhan pada aturan pajak. 

Dalam hal pemahaman perpajakan, banyak pengusaha UMKM yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai 

sistem pajak, kewajiban, dan manfaatnya. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan keterbatasan akses 

informasi menjadi kendala utama. Hal ini membuat sikap mereka terhadap perpajakan beragam, mulai dari 

patuh terbatas sampai menghindari pajak karena alasan beban biaya dan rumitnya proses administrasi (Evin 

Sofianti & Sriyani, 2023). Profil profil ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan 

konteks sosial dan budaya dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM. 
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Memahami karakteristik unik ini menjadi kunci agar intervensi pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kondisi nyata para pelaku usaha kecil menengah. 

Faktor Sosial yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak 

Norma dan nilai sosial di dalam komunitas usaha sangat berperan dalam membentuk perilaku wajib pajak, 

khususnya pada kalangan pengusaha UMKM. Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku 

anggota kelompok agar sesuai dengan harapan bersama. Nilai sosial adalah keyakinan bersama yang dianggap 

penting dalam kehidupan kelompok tersebut (Ratuwalangon et al., 2023). Dalam konteks kepatuhan pajak, 

norma dan nilai sosial dapat mempengaruhi keputusan pengusaha UMKM untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan mereka melalui beberapa mekanisme: 

1) Tekanan Sosial dan Pengawasan Komunitas. Apabila komunitas usaha memiliki norma yang mendukung 

kepatuhan pajak, anggota yang taat akan dihargai, sementara yang tidak taat bisa mengalami sanksi sosial 

seperti dikucilkan atau kehilangan kepercayaan. 

2) Identifikasi Diri dengan Komunitas: pengusaha yang merasa menjadi bagian penting dari komunitas yang 

taat pajak cenderung mengikuti norma kelompok untuk menjaga reputasi dan solidaritas. 

3) Internalisasi Nilai Pajak sebagai Kewajiban Moral: ketika nilai positif tentang pajak sudah diinternalisasi, 

pengusaha melihat membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga tanggung jawab moral demi 

kesejahteraan bersama. 

4) Penyebaran Informasi dan Contoh Perilaku: norma dan nilai sosial memfasilitasi penguatan efek teladan 

(role model) dari pengusaha sukses yang patuh pajak, yang bisa menginspirasi anggota komunitas lain 

(Hidayat, 2019). 

Studi kualitatif sering menemukan bahwa komunitas usaha dengan norma sosial yang kuat tentang kejujuran 

dan tanggung jawab sosial cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika 

norma yang berlaku meremehkan pajak atau menganggapnya sebagai beban yang tidak adil, kepatuhan 

cenderung rendah. 

Faktor sosial memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan pajak, khususnya pengaruh keluarga dan 

jaringan sosial yang melekat pada pengusaha UMKM. Keluarga sebagai unit sosial pertama seringkali menjadi 

sumber utama pembentukan sikap dan perilaku individu terhadap kewajiban perpajakan. Dalam konteks 

UMKM, nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga mengenai kejujuran, tanggung jawab, dan kewajiban sosial 

dapat mendorong individu untuk taat membayar pajak. Sebaliknya, jika dalam lingkungan keluarga terdapat 

sikap skeptis atau negatif terhadap pajak, hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pengusaha UMKM 

tersebut (Amanda et al., 2024). Selain keluarga, jaringan sosial yang terdiri dari teman, mitra bisnis, dan 

komunitas usaha juga memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Interaksi dan komunikasi dalam jaringan sosial 

menciptakan norma-norma tidak tertulis yang menjadi acuan bersama dalam menjalankan bisnis. Jika dalam 

jaringan tersebut kepatuhan pajak dianggap sebagai hal penting dan dihargai, maka individu cenderung 

mengikuti norma tersebut untuk menjaga reputasi dan hubungan sosial di lingkungan usahanya. Sebaliknya, 

apabila banyak pelaku usaha dalam jaringan tersebut mengabaikan kewajiban pajak, pengusaha UMKM 

mungkin merasa tertekan untuk melakukan hal yang sama agar tidak dianggap berbeda (Lubis et al., 2022). 

Tekanan sosial dari jaringan ini juga mempengaruhi persepsi risiko dan konsekuensi dari tidak membayar pajak. 

Jaringan sosial yang aktif memperlihatkan dukungan, informasi, dan dokumentasi pengalaman terkait pajak 

membantu pengusaha UMKM memahami manfaat dan konsekuensi dari kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak. 

Misalnya, jika pengusaha lain dalam jaringan sering berbagi pengalaman positif setelah melaporkan pajak 

dengan benar, hal ini akan meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk mematuhi kewajiban pajak. Selanjutnya, 

pola komunikasi dalam keluarga dan jaringan sosial juga berpengaruh pada penyebaran informasi terkait 

perpajakan. Ketika keluarga dan teman dekat secara rutin membicarakan pentingnya pajak dan dampak positif 

dari pelaporannya, hal ini memperkuat norma kepatuhan. Sebaliknya, minimnya diskusi atau informasi yang 

benar tentang perpajakan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan perilaku menghindari pajak. Oleh karena itu, 

penguatan literasi pajak di lingkungan sosial ini menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kepatuhan 

pengusaha UMKM (Halomoan & Herning Sitabuana, 2022). 

Dengan demikian, pengaruh keluarga dan jaringan sosial merupakan faktor sosial utama yang membentuk sikap 

dan perilaku pengusaha UMKM terhadap kepatuhan pajak. Nilai, norma, dan tekanan sosial yang muncul dari 
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kedua lingkungan tersebut dapat mendorong atau menghambat kesadaran dan tindakan taat pajak. Oleh karena 

itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak sebaiknya melibatkan pendekatan yang memberdayakan keluarga dan 

jaringan sosial sebagai agen perubahan sosial dalam komunitas UMKM. 

Faktor Budaya yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak 

Faktor budaya memegang peranan penting dalam membentuk keyakinan dan sikap individu terhadap pajak, 

terutama dalam konteks pengusaha UMKM. Keyakinan budaya terkait pajak seringkali tercermin dalam 

pandangan masyarakat tentang kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi sosial dan tanggung jawab 

moral. Jika budaya di suatu komunitas menanamkan nilai bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang mulia 

dan bagian dari membantu pembangunan negara, maka sikap positif terhadap pajak cenderung tumbuh dengan 

baik di kalangan pengusaha UMKM. Sebaliknya, apabila budaya tersebut lebih banyak mengekspresikan 

skeptisisme atau ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan atau pemerintah, maka sikap negatif dan 

kepatuhan yang rendah bisa jadi lebih dominan (Siyamto & Triyanto, 2022). 

Keyakinan terhadap pajak juga dipengaruhi oleh pengalaman dan cerita turun-temurun di dalam komunitas. 

Misalnya, jika dalam budaya lokal terdapat persepsi bahwa pajak sering disalahgunakan atau tidak berdampak 

langsung kepada masyarakat, pengusaha UMKM akan merasa kurang termotivasi untuk patuh membayar pajak. 

Hal tersebut bisa membentuk sikap apatis atau bahkan resistensi terhadap kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, 

keyakinan budaya ini sangat menentukan bagaimana pengusaha memandang kewajiban perpajakan, apakah 

sebagai beban, kewajiban biasa, atau suatu bentuk kontribusi sosial yang dihargai (Adi Wijaya, 2021). Sikap 

terhadap pajak juga dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang mengatur interaksi sosial dan solidaritas 

komunitas. Dalam budaya yang menekankan kekeluargaan atau gotong royong, kewajiban membayar pajak 

dapat dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang mendukung kesejahteraan bersama. Sikap ini 

mendorong pengusaha UMKM untuk patuh demi menjaga keharmonisan sosial dan meningkatkan citra mereka 

di komunitas. Namun, bila norma budaya cenderung mengutamakan kepentingan individu atau keluarga saja, 

kepatuhan pajak bisa melemah karena kurangnya motivasi kolektif (Darmayasa et al., 2021). 

Selain itu, sikap terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga 

perpajakan. Jika budaya lokal menanamkan nilai bahwa pemerintah adalah entitas yang terpercaya, transparan, 

dan adil dalam pengelolaan pajak, maka pengusaha UMKM dengan mudah mengembangkan sikap positif dan 

patuh terhadap pajak. Namun, apabila budaya tersebut memupuk rasa curiga, ketidakadilan, atau 

ketidaktransparanan dalam sistem perpajakan, maka akan tercipta sikap negatif yang menurunkan kepatuhan 

(Rahim et al., 2023). Dengan begitu, faktor budaya menangani aspek kepercayaan sebagai dasar penting dalam 

membangun sikap pajak yang baik. Secara keseluruhan, faktor budaya berpengaruh besar dalam membentuk 

keyakinan dan sikap pengusaha UMKM terhadap kewajiban pajak. Keyakinan akan nilai moral dan sosial pajak, 

norma budaya yang dianut, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah secara bersama-sama menentukan 

tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan pajak tidak hanya perlu dilakukan melalui 

penyuluhan dan regulasi teknis, tetapi juga perlu memperhatikan dan melibatkan aspek budaya agar tercipta 

sikap positif yang berkelanjutan di kalangan pengusaha UMKM (Yuliana et al., 2023). 

Faktor budaya sangat berperan dalam membentuk sikap masyarakat, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Sikap 

terhadap peran pemerintah dan lembaga perpajakan merupakan salah satu aspek budaya yang dapat 

memengaruhi seberapa besar seorang pengusaha UMKM taat membayar pajak. Jika dalam budaya masyarakat 

terdapat kepercayaan yang kuat terhadap legitimasi dan integritas pemerintah serta lembaga perpajakan, maka 

kepatuhan pajak cenderung meningkat (Nur et al., 2025). Sebaliknya, ketidakpercayaan atau pandangan negatif 

terhadap pemerintah dapat menurunkan motivasi pengusaha untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Budaya 

yang menempatkan pemerintah sebagai pelayan publik yang adil dan transparan akan mendorong sikap hormat 

dan tanggung jawab dalam membayar pajak. Dalam konteks ini, pengusaha UMKM melihat pajak sebagai 

kontribusi positif untuk pembangunan bersama dan kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini menumbuhkan 

kesadaran akan pentingnya transparansi pengelolaan pajak oleh lembaga pemerintah dalam memperkuat ikatan 

sosial dan rasa keadilan di masyarakat (Hapsari et al., 2023). 

Namun, dalam beberapa komunitas, budaya skeptisisme terhadap pemerintah yang sering kali disebabkan oleh 

praktik korupsi atau ketidakjelasan penggunaan pajak dapat menimbulkan sikap apatis atau bahkan resistensi 

terhadap kewajiban pajak. Pengusaha UMKM yang memiliki persepsi negatif terhadap kinerja lembaga 

perpajakan cenderung mengabaikan atau menghindari kewajiban pajak, karena merasa kontribusi mereka tidak 

akan kembali secara adil kepada masyarakat. Sebab itu, persepsi budaya ini menjadi hambatan signifikan dalam 

meningkatkan kepatuhan pajak (Saputri, 2024). Lebih lanjut, budaya komunikasi dan relasi sosial juga 
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berpengaruh terhadap sikap pengusaha terhadap lembaga perpajakan. Dalam budaya yang menghargai 

komunikasi terbuka dan dialog antarwarga dengan pemerintah, pengusaha UMKM memiliki kesempatan untuk 

memperoleh informasi yang jelas dan edukasi terkait perpajakan. Dengan demikian, sikap positif terhadap 

kewajiban pajak terbentuk secara alami sebagai bagian dari proses pemahaman dan kepercayaan yang 

berkembang secara kultural (Ramdani et al., 2022). 

Secara keseluruhan, sikap terhadap peran pemerintah dan lembaga perpajakan sebagai bagian dari faktor budaya 

menjadi kunci dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM. Peningkatan 

kepercayaan dan citra positif pemerintah serta transparansi dalam pengelolaan pajak perlu terus dibangun untuk 

mempengaruhi budaya kepatuhan yang bersifat sustainable. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang 

memperhatikan aspek budaya dan psikologis wajib pajak akan lebih efektif dalam meningkatkan taat pajak 

secara luas. 

Interaksi Antara Faktor Sosial dan Budaya Dalam Membentuk Perilaku Kepatuhan Pajak. 

Interaksi antara faktor sosial dan budaya memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak 

di kalangan pengusaha UMKM. Faktor sosial seperti norma, nilai, dan tekanan dari kelompok sosial seringkali 

menjadi landasan bagi seseorang dalam menentukan sikap dan tindakan terkait kewajiban perpajakan. Dalam 

komunitas UMKM, norma yang berkembang bisa berupa sikap saling mengingatkan antar anggota usaha untuk 

taat pajak, tetapi juga bisa berupa sikap skeptis jika aturan pajak dianggap memberatkan (Aulia & Pasha, 2024). 

Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh sosial bekerja sebagai mekanisme penguat atau penghambat 

kepatuhan pajak. 

Selain itu, faktor budaya yang terdiri dari sistem nilai, kepercayaan, dan pandangan hidup masyarakat turut 

membentuk cara pandang pengusaha UMKM terhadap pajak. Budaya yang menghargai kejujuran dan tanggung 

jawab sosial cenderung mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan penuh 

kesadaran. Sebaliknya, budaya yang memandang pajak sebagai beban atau sesuatu yang bisa dihindari akan 

menurunkan tingkat kepatuhan. Budaya ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan aspek sosial 

yang melingkupinya. Interaksi antara faktor sosial dan budaya tercermin pada bagaimana norma sosial dibentuk 

dan dilanggengkan melalui budaya setempat. Contohnya, dalam suatu komunitas UMKM yang memiliki budaya 

gotong royong dan solidaritas tinggi, kepatuhan pajak dapat dilihat sebagai bentuk kontribusi bersama untuk 

kesejahteraan masyarakat luas. Sebaliknya, budaya yang menempatkan pajak sebagai hal negatif sering 

diperkuat oleh perkumpulan sosial yang menormalisasi penghindaran pajak sebagai langkah strategis bertahan 

dalam bisnis (Nugraha & Darono, 2022). Oleh karena itu, pengaruh keduanya tidak bisa dipisahkan, melainkan 

berkelindan dalam membentuk perilaku pajak. 

Selanjutnya, interaksi ini juga menunjukkan bahwa perubahan dalam satu aspek—misalnya edukasi dan 

pemahaman sosial tentang pentingnya pajak—dapat mempengaruhi dan merubah budaya yang ada. Jika norma 

sosial mendukung kesadaran pajak, pelaku UMKM akan merasa mendapat dukungan sosial dalam mematuhi 

kewajiban pajak. Dalam konteks ini, lembaga perpajakan dan pemerintah perlu memahami dan memanfaatkan 

interaksi sosial budaya ini agar program peningkatan kepatuhan pajak dapat berjalan efektif sesuai karakteristik 

masyarakat UMKM (Evin Sofianti & Sriyani, 2023). Dengan demikian, membangun kepatuhan pajak di 

kalangan pengusaha UMKM harus memperhatikan interaksi kompleks antara faktor sosial dan budaya. 

Pendekatan yang hanya berfokus pada aspek hukum dan ekonomi saja belum cukup tanpa memperhatikan 

tekanan sosial dan nilai budaya yang melekat dalam komunitas UMKM. Memahami dan mengelola interaksi ini 

secara baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan pajak secara 

berkelanjutan (Apriliyani et al., 2024). 

 

KESIMPULAN 

Faktor sosial dan budaya memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi dalam menentukan 

sikap serta tindakan wajib pajak UMKM. Norma sosial yang berlaku di komunitas usaha menciptakan 

tekanan dan ekspektasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan, sementara budaya yang meliputi nilai, 

keyakinan, dan sikap terhadap pajak dan pemerintah memperkuat atau melemahkan norma tersebut. 

Kepatuhan pajak bukan hanya sekadar memenuhi aturan, tetapi juga merupakan hasil internalisasi nilai 

sosial dan budaya yang positif terhadap peran dan manfaat pajak. Selain itu, edukasi dan sosialisasi 

perpajakan yang memperhatikan konteks sosial budaya sangat penting untuk meningkatkan 

pemahaman, kepercayaan, dan kesadaran pajak pengusaha UMKM. Dengan demikian, pendekatan 
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kebijakan perpajakan yang holistik harus mengintegrasikan aspek sosial dan budaya untuk membangun 

kesadaran dan kepatuhan yang berkelanjutan. Pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas 

pengelolaan pajak serta mendukung kontribusi UMKM terhadap pembangunan nasional secara lebih 

optimal. Secara praktis, penelitian menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai budaya lokal yang bersifat 

religius, gotong royong, dan kepedulian sosial diaplikasikan dan didukung oleh petugas pajak melalui 

pelayanan dan sosialisasi yang baik, kepatuhan membayar pajak cenderung meningkat. Oleh karena 

itu, upaya penguatan kepatuhan pajak UMKM harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, 

komunitas sosial, dan pelaku usaha yang memahami konteks budaya dan nilai lokal. 
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